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ABSTRAK 

Penelitian hukum dengan judul “Akibat Hukum Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar 

Kawin”, bertujuan untuk Untuk mengetahui akibat hukum adanya perubahan 

kedudukan anak luar kawin sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin, serta untuk mengetahui upaya 

hukum bagi anak luar kawin yang dapat dilakukan jika ayah biologinya tidak 

melakukan pengakuan sukarela. 

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis. Obyek penelitiannya adalah segala informasi dan data yang 

berkaitan dengan kedudukan dan hak seorang anak luar kawin. Lokasi penelitian 

adalah di Kota Semarang yang meliputi Pengadilan Negeri Semarang dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka. 

Dalam perkembangan jaman, banyak terjadi perkawinan yang tidak sah dan 

mengakibatkan adanya anak diluar kawin. Hal tersebut merugikan seorang anak 

luar kawin karena tidak mendapatkan kedudukan dan hak anak seperti halnya 

anak sah. Hal ini dikarenakan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya 

memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Tetapi, setelah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diputuskan, anak luar 

kawin memiliki kedudukan hukum dan hak yang sama seperti anak sah pada 

umumnya. Untuk mendapatkan hak tersebut anak luar kawin harus terdaftar 

secara sah maka, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengesahan dan 

pengakuan dari ayah biologis atas persetujuan ibu kandung anak terhadap anak 

luar kawin. Jika ayah biologis tidak mengakui maka upaya hukum yang dapat 

ditempuh, yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak 

yang baik bagi anak luar kawin karena memberikan hak yang seharusnya anak 

dapatkan. Tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini 

masih belum digunakan secara intens. Pengadilan masih mengacu kepada 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 43 ayat 

(1). 

 

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 46/PUU-VIII/2010.  
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